
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025


	NO
	JENIS INFORMASI
	ALASAN PENGECUALIAN  (DASAR HUKUM)
	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
	KONSEKUENSI

	
	
	
	
	AKIBAT JIKA DIBUKA
	MANFAAT

	1
	Informasi yang dapat mengganggu penegakan hukum meliputi :
· data pengaduan dan pengawasan
· seluruh berkas penyelesaian sengketa
· laporan hasil audit investigasi
· berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pelanggaran lingkungan atau illegal logging
· dokumen intelijen kehutanan
· titik koordinat kebakaran hutan

	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; PermenLHK No. 18 Tahun 2018; PermenLHK No. P.22 Tahun 2017  
	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat terkait dan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 


	Bertentangan dengan praduga tak bersalah  

Dapat
menghambat
proses
penyelidikan dan
penyidikan suatu
tindak pidana

Tersebarnya data hasil
pemeriksaan
	Menjaga penyalahgunaan
dari pihak yang tidak berkepentingan

Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia

	2
	Informasi yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat meliputi :
· dokumen rencana bisnis
· dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memuat rahasia dagang teknologi pengelolaan limbah perusahaan
· rincian struktur finansial perusahaan pengelola hutan
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang
	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat terkait 
	Berpotensi disalahgunakan
oleh orang yang tidak
berkepentingan


	Untuk kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat



	3
	Informasi rahasia jabatan meliputi:
· data kependudukan, riwayat hidup, dan nomor identitas pribadi staf 
· notulensi atau draf kebijakan yang belum diputuskan

	Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat terkait dan sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
	Mengungkapkan data  yang bersifat rahasia
	Melindungi kerahasiaan
negara dan perlindungan
terhadap pegawai

	4
	Informasi yang mengungkap kekayaan alam Indonesia meliputi :
· Lokasi CITES yang rentan terhadap perburuan liar atau eksploitasi di Tahura
· Peta informasi geospasial
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; PermenLHK No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik KLHK; UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2024
	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat terkait
	Berpotensi disalahgunakan
oleh orang yang tidak
berkepentingan

	Menjaga penyalahgunaan
dari pihak yang tidak berkepentingan


	5
	Informasi pengendalian lingkungan hidup meliputi :
· data mentah hasil pengambilan contoh uji laboratorium
· hasil analisis contoh uji laboratorium
· data perizinan tata lingkungan
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permen LHK No. 23 Tahun
2020 tentang Laboratorium
Lingkungan 
	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat terkait
	Melanggar kewajiban
laboratorium lingkungan
untuk mengendalikan
dokumen sistem manajemen
mutu

	Melindungi/mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan/penyalahgunaan



